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KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. Bahwa terbitnya regulasi tentang perangkat daerah berimplikasi
pada perubahan struktur organisasi, nama serta tugas dan
fungsi perangkat daerah;

b. Bahwa perubahan struktur organisasi, nhama serta tugas dan
fungsi perangkat daerah mendorong pemerintah Kabupaten
Merangin melakukan perubahan terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten
Merangin Tahun 2014-2018;

C. Bahwa perubahan RPJMD Kabupaten Merangin, perlu
ditindaklanjuti dengan perubahan Rencana Strategis Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2014-2018;

d. Bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 perlu ditetapkan
keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembetukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahu 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4866);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Penegembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerntah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);



Menetapkan

KESATU
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KETIGA

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
311);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor O7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016 Nomor O7);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2014 Nomor 04);

Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin
Tahun 2014-2018

Perubahan Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Merangin untuk periode 5 (lima) tahun;

Dokumen Perubahan Rencana Strategis adalah sebagaimana
terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil



KEEMPAT

dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin
Tahun 2014-2018 berfungsi sebagai :

a.

Acuan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk
menentukan prioritas-prioritas di bidang koperasi dan UKM,
perdagangan dan perindustrian;

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program
dan kegiatan;

Memudahkan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangko
Pada tanggal : 16 Januari 2017

A
bina Utama Muda
NIP. 1965060899001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Merangin
2. Inspektur Inspektorat Kab. Merangin
3. Kabag Organisasi Setda Merangin

4. Arsip



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPP)
Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tersusunnya dokumen Revisi Renstra ini tidak lain merupakan buah kerja
keras bersama untuk mewujudkan visi “Menjadikan Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin sebagai
Penggerak Perekonomian Rakyat Melalui Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”
serta menjadikan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) lebih solid, responsif, handal dan professional dimasa

mendatang.

Selain itu, Revisi Renstra tahun 2014-2018 ini juga dilakukan sebagai
wujud komitmen Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin untuk menyediakan
dokumen perencanaan kinerja beserta target-target capaian selama lima tahun
yang lebih komprehensip, rasional dan responsif. Komprehensip, rasional dan
responsif yang dimaksud adalah, perencanaan kinerja yang benar-benar
mencakup seluruh aspek tugas dan tanggung jawab, dan memungkinkan untuk
dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia serta
pendanaan, serta menyesuaikan dengan kondisi ril yang ada ditengah

masyarakat.

Kami menyadari penyusunan dokumen Revisi Renstra ini masih jauh dari
kesempurnaan, disana sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun
demikian hasil dari Revisi Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Dinas KUKMPP

Kabupaten Merangin sebagai instansi Pemerintah Daerah guna meningkatkan

Perubahan Renstri Dinas KIUKMPP Kab. Merangin Tahun 2014-2018 i



akuntabilitas dan kinerjanya dengan tujuan akhir, yakni terciptanya pemerintah

yang baik (good governance).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi
Renstra ini, kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen Revisi Renstra ini
bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dan seluruh masyarakat serta
bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi berkenaan dengan Dinas KUKMPP

Kabupaten Merangin.

Bangko, 13 Januari 2017

Kepala Dinas

Perubahan Renstri Dinas KIUKMPP Kab. Merangin Tahun 2014-2018 ii
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Tuntutan era keterbukaan informasi mengakibatkan masyarakat
semakin memodernisasi pola berpikimya, terlihat jelas dalam perbedaan
pandangan politik seiring pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang.
Ruang keterbukaan melalui teknologi informasi selanjutnya semakin
memperbesar tingkat partisifasi masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan. Hal ini ditandai dengan mudahnya sebuah isuterkait
penyelenggaraan pemerintahan sampai pada tingkat masyarakat paling

bawah sekalipun, terlepas salah atau benarnyaisu tersebut.

Bagi penyelenggara pemerintahan, kondisi tersebut diatas,
merupakan daya dorongan yang terus menurus menguat sekaligus sebagai
tuntutan untuk diselenggarakannya sebuah pola pembangunan yang
responsif. Proses pembangunan vyang diawali dari perencanaan
pembangunan harus mengutamakan pelayanan yang optimal dengan tetap
memprediksi masalah-masalah dimasa yang akan datarg secara tepat,
guna menjaga kestabilan pemerintah serta keharmonisan dengan

masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dari
pelaksanaan  prinsip tata  pemerintahan  yang baik (good
govermance)nengandung tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi
dan partisipasi. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Transparansi
dapat diartikan bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus

memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
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